
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Goal Setting Theory 

Goal setting theory merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh 

Edwin Locke pada tahun 1978. Teori ini menyatakan bahwa karyawan yang 

memiliki komitmen tujuan tinggi akan mempengaruhi kinerja manajerial. Adanya 

tujuan individu menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukannya, 

semakin tinggi komitmen karyawan terhadap tujuannya akan mendorong 

karyawan tersebut untuk melakukan usaha yang lebih keras dalam mencapai 

tujuan tersebut. Menurut Locke dan Latham (2002) dalam Lunenburg (2011) 

tujuan memiliki pengaruh yang luas pada perilaku karyawan dan kinerja dalam 

organisasi dan praktik manajemen. 

Goal setting theory berasumsi bahwa ada hubungan langsung antara tujuan yang 

spesifik dan terukur dengan kinerja. Temuan utama dari goal setting theory adalah 

bahwa individu yang diberi tujuan yang spesifik dan sulit tapi dapat dicapai 

memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menerima 

tujuan yang mudah dan kurang spesifik atau tidak ada tujuan sama sekali. Pada 

saat yang sama, seseorang juga harus memiliki kemampuan yang cukup dalam 
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menerima tujuan yang ditetapkan dan menerima umpan balik yang berkaitan 

dengan kinerja (Latham, 2003 dalam Lunenburg, 2011). Selain itu, menurut 

Locke dan Latham (2002) sebuah tujuan agar efektif, dibutuhkan ringkasan 

umpan balik yang mengungkapkan kemajuan manajer dalam mencapai tujuan. 

Jika mereka tidak tahu bagaimana kemajuannya, akan sulit bagi mereka untuk 

menyesuaikan tingkat atau arah usaha dalam menyesuaikan strategi kinerja untuk 

mencocokkan apa yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Dalam penetapan 

tujuan juga, diperlukan keterlibatan dalam perencanaan untuk mengembangkan 

strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan. Adanya partisipasi dalam 

penetapan tujuan anggaran akan menciptakan pertukaran informasi yang 

memungkinkan pegawai untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas 

mengenai tujuan anggaran sehingga nantinya dapat mengurangi ambiguitas dalam 

melakukan pekerjaan mereka. 

2.1.2 Anggaran  

Anggaran merupakan gambaran rencana keuangan dari seluruh kegiatan 

organisasi yang akan dilakukan selama periode tertentu. Menurut Mardiasmo 

(2009) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, 

sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu 

anggaran. Secara teoretis, anggaran juga dapat dikatakan sebagai managerial plan 

for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. 

Dalam organisasi sektor publik anggaran menjadi rencana manajerial untuk 

menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik, 
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yaitu sebagai penyedia pelayanan publik yang baik (Halim, 2012). Anggaran 

sektor publik merupakan satu kesatuan dari unsur pendapatan daerah, belanja 

daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam SKPD terdapat Rencana Kerja Anggaran 

SKPD (RKA-SKPD) yang memuat rincian anggaran pendapatan, rincian 

anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, 

tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja 

langsung menurut program dan kegiatan SKPD (Permendagri No.27 Tahun 2013).  

Anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian, melainkan juga 

sebagai alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan, 

mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja, dan memotivasi bawahannya. 

Menurut Bastian (2006) anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 1) dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan, 2) 

umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 3) berisi komitmen manajemen untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan, 4) usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh 

pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran, dan (5) sekali 

disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

2.1.3 Budgetary Goal Characteristics 

Penentuan tujuan anggaran penting dilakukan sebagai tahap awal dari proses 

penyusunan anggaran suatu organisasi sehingga dalam pelaksanaanya nanti dapat 

terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Menurut Kenis (1979) 

terdapat lima hal yang diperlukan dalam mencapai tujuan anggaran atau disebut 

budgetary goal characteristics, yaitu: 
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1. Partisipasi penyusunan anggaran (Budgetary Participation). 

2. Kejelasan tujuan anggaran (Budget Goal Clarity). 

3. Evaluasi anggaran (Budgetary Evaluation). 

4. Umpan balik anggaran (Budgetary Feedback). 

5. Kesulitan tujuan anggaran (Budget Goal Difficulty). 

2.1.3.1 Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan individu dalam suatu 

perencanaan anggaran dan memikul tanggung jawab atas keterlibatannya guna 

pencapaian tujuan anggaran tersebut. Kenis (1979) menyatakan partisipasi 

anggaran mengacu pada tingkat keikutsertaan manajer dalam penyusunan 

anggaran dan mempengaruhi tujuan anggaran terhadap pusat pertanggungjawaban 

manajer yang bersangkutan. Individu yang berpartisipasi akan terlibat dalam 

penentuan tujuan anggaran. Keterlibatan ini akan membantu dalam memahami 

tujuan yang akan dicapai oleh anggaran tersebut dan bagaimana akan 

mencapainya dengan menggunakan sumber daya yang ada.  

Partisipasi anggaran pada konteks pemerintahan dilihat dari seberapa besar 

keikutsertaan aparat pemerintah dalam menyusun anggaran dan pelaksanaannya 

untuk mencapai target. Bentuk partisipasi dalam penyusunan anggaran berupa 

keterlibatan yang meliputi pemberian pendapat, pertimbangan dan usulan dari 

bawahan kepada pimpinan dalam mempersiapkan dan merevisi anggaran. 

Partisipasi penyusunan anggaran daerah terjadi pada saat pembahasan RAPBD. 

Anggaran dibuat oleh eksekutif dalam hal ini kepala daerah melalui usulan dari 

unit kerja yang disampaikan oleh kepala SKPD dan setelah itu kepala daerah 
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bersama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan peraturan daerah 

yang berlaku. 

Keikutsertaan unit kerja dalam penyusunan anggaran dapat memberikan 

kesamaan tujuan yang ingin dicapai dan juga guna lebih memahami anggaran 

yang diusulkan unit kerjanya sehingga berpengaruh pada tercapainya tujuan pusat 

pertanggunjawaban anggaran mereka. Kunci dari kinerja yang efektif adalah 

apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang 

peranan penting dalam pencapaian tujuan tersebut (Kenis, 1979). 

2.1.3.2 Kejelasan Tujuan Anggaran 

Tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa mendatang. 

Menurut Kenis (1979) kejelasan tujuan anggaran merupakan tingkatan dimana 

tujuan anggaran dinyatakan secara spesifik dan jelas dengan maksud agar 

anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap 

pencapaian tujuan anggaran tersebut. Penetapan tujuan yang spesifik mendorong 

individu bekerja lebih efektif sehingga berdampak pada pencapaian kinerja yang 

diharapkan. 

Penyusunan anggaran pemerintah daerah harus bisa menggambarkan tujuan 

anggaran secara jelas, spesifik, dan dimengerti oleh aparat pemerintah yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan anggaran tersebut. Kejelasan tujuan 

anggaran sangat penting untuk mengarahkan pelaksana anggaran agar bertindak  

kepada pencapaian tujuan sehingga tidak menimbulkan keraguan dan 

kebingungan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Kenis (1979) 

menemukan bahwa jika tujuan anggaran dinyatakan secara jelas, pelaksana 
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anggaran akan memberikan reaksi positif yang relatif sangat kuat, yaitu adanya 

peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap 

karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efesiensi biaya pada pelaksana 

anggaran secara signifikan. 

2.1.3.3 Evaluasi Anggaran 

Evaluasi merupakan proses pengukuran dan penilaian akan efektifitas strategi 

yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Menurut Kenis (1979) 

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri kembali 

anggaran yang telah dilaksanakan ke departemen yang bersangkutan dan 

digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Evaluasi anggaran 

menyediakan informasi mengenai tingkat keberhasilan suatu tujuan telah dicapai, 

yaitu dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Berdasarkan hasil 

evaluasi anggaran dapat terlihat apakah terjadi penyimpangan dalam penggunaan 

anggaran ataukah tidak dan dari hasil ini dapat ditetapkan sebagai dasar untuk 

penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam 

memberikan umpan balik. Sehingga dapat dikatakan evaluasi anggaran juga 

sebagai salah satu alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. 

Dalam penelitian Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Kupang. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan 

evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dan pada pelaksanaan 

anggaran, juga dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan 

sehingga kinerja mereka menjadi lebih baik. Menurut Permendagri No. 13 tahun 
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2006 pasal 92, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan 

kegiatan dua tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun 

anggaran berjalan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyiapkan anggaran untuk kegiatan dan program kerja berikutnya 

sehingga kinerja di masa mendatang akan lebih baik. 

2.1.3.4 Umpan Balik Anggaran 

Umpan balik anggaran merupakan hasil yang diperoleh dari pencapaian tujuan 

anggaran yang telah dilakukan mengenai kinerja individu. Umpan balik 

dimaksudkan untuk memberitahu karyawan mengenai keberhasilan atau 

kegagalannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kenis (1979) 

menyatakan bahwa umpan balik menunjukkan tingkatan dimana tujuan anggaran 

telah dicapai dan sebagai variabel penting yang memberikan motivasi kepada 

manajer. Umpan balik dapat dijadikan sebagai motivasi bagi karyawan untuk 

bekerja lebih giat dan menghasilkan prestasi kerja. Bagi individu, umpan balik 

merupakan pengakuan atas prestasi dan kemampuan kerjanya, tanpa pengakuan 

akan menyebabkan ketidakpuasan. 

Dalam konteks pemerintahan, umpan balik anggaran yang diperoleh, yaitu dengan 

melihat pencapaian tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Ketika suatu kinerja 

dikatakan baik dan tujuan berhasil dicapai, pegawai akan diberikan feedback yang 

positif berupa reward. Hal ini mendorong kepuasan kerja dan peningkatan kinerja 

bagi pegawai. Sedangkan ketika kinerja dikatakan kurang baik atau tujuan gagal 

tercapai, pegawai akan menerima feedback yang negatif.  Feedback yang negatif, 

seperti pemberitahuan bahwa rendahnya prestasi seseorang dapat memiliki 



15 
 

pengaruh yang positif terhadap kinerja. Mereka akan menganggap hal tersebut 

sebagai tantangan untuk bekerja lebih baik lagi dan mengejar tujuan yang lebih 

tinggi. Tanpa umpan balik sulit bagi para pegawai untuk memperbaiki atau 

meningkatkan prestasinya, sebab mereka tidak tahu tingkat pencapaian hasil 

kerjanya. 

2.1.3.5 Kesulitan Tujuan Anggaran 

Kenis (1979) mengemukakan bahwa kesulitan tujuan anggaran mempunyai 

rentang tujuan dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai sangat ketat dan 

sulit dicapai. Tujuan anggaran yang terlalu ketat dan sulit dicapai akan 

memberikan ketegangan kerja tinggi, mengurangi motivasi, dan penolakan 

terhadap tujuan akibatnya kinerja anggaran menurun jika dibandingkan dengan 

memiliki tujuan anggaran ketat tetapi dapat dicapai. Locke (1968) juga 

menyatakan bahwa sulitnya sasaran tugas mengakibatkan rendahnya kinerja 

dibandingkan sasaran yang dapat dicapai. Sedangkan tujuan yang sanggat longgar 

dan mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan dan memiliki sedikit 

motivasi. Pelaksana anggaran akan cenderung untuk bekerja tidak pada 

kemampuan maksimumnya untuk mencapai tujuan. Sehingga tujuan yang ketat 

tetapi dapat dicapai merupakan tingkat kesulitan tujuan anggaran yang tepat.  

Anthony dan Govindajaran (1995) dalam Laoli (2012) menyatakan bahwa 

anggaran yang ideal adalah anggaran yang ketat namun dapat mencapainya. 

Dalam penyusunan anggaran yang bersifat partisipatif, individu yang terlibat akan 

memberikan usulan mengenai tujuan anggaran yang akan dicapai, tentunya usulan 

tersebut akan memperhatikan tingkat kesulitan dalam pencapaiannya. Sehingga 

ketika pelaksanaan anggaran, mereka dapat menghadapi tingkat kesulitan tujuan 
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anggaran yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan anggaran tersebut. 

2.1.4 Kinerja Manajerial pada SKPD 

Kinerja merupakan tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh individu atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi dari melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab mereka dalam menjalankan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang 

tertuang dalam perumusan strategic planning suatu organisasi. Pada sektor 

pemerintahan, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh pegawai atau instansi 

pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 

Weihrich dan Koontz (2005) dalam Afrida (2013) mendefenisikan kinerja 

manajerial sebagai kinerja manajer dalam mengerti dan memahami fungsi manajer 

dalam mencapai tujuan kinerjanya, yang diukur dari bagaimana manajer tersebut 

menjalankan aktivitas manajerialnya seperti planning, organizing, staffing, 

leading, dan controlling. Menurut Mahoney et.al (1963) yang dimaksud kinerja 

manajerial merupakan kinerja para individu anggota organisasi yang 

melaksanakan kegiatan manajerial. Kinerja manajerial dalam penelitian ini adalah 

kinerja pejabat struktural SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan 

bertanggung jawab atas entitasnya. Kinerja manajerial SKPD merupakan 

pengukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pejabat struktural SKPD dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial yang mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan 
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pengawasan dalam pencapaian tujuan organisasi, yaitu dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Pada dasarnya kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi adalah prestasi dari 

anggota organisasi itu sendiri. Ketika pejabat struktural SKPD memiliki kinerja 

yang baik, maka dengan sendirinya hal tersebut mencerminkan baiknya kinerja 

SKPD tersebut. Sehingga penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku 

individu dalam melaksanakan perannya di dalam organisasi. Variabel kinerja 

manajerial diukur dengan menggunakan instrumen self rating yang dikembangkan 

oleh Mahoney et.al (1965) dimana setiap responden diminta untuk mengukur 

kinerja sendiri ke dalam delapan dimensi, yaitu perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan 

perwakilan, serta satu dimensi pengukuran kinerja secara keseluruhan. 

Menurut Damanik (2011), kinerja dikatakan efektif apabila tujuan anggaran 

tercapai dan bawahan mendapat kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam 

proses penyusunan anggaran serta memotivasi bawahan mengidentifikasi dan 

melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran, menerima 

kesepakatan anggaran dan melaksanakannya sehingga dapat menghindarkan 

dampak negatif anggaran yaitu faktor kriteria kinerja, sistem penghargaan, dan 

konflik. Pengukuran kinerja manajerial SKPD dilakukan untuk menilai seberapa 

baik pegawai SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi manajemen yang 

dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat perbedaan hasil dan sampel yang digunakan pada penelitian-penelitian 
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terdahulu mengenai budgetary goal characteristics dan kinerja manajerial. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara lain oleh Kurnia (2004) 

mengenai Pengaruh Budgetary Goal Characteristics terhadap Kinerja Manajerial 

dengan Budaya Paternalistik dan Komitmen Organisasi sebagai Moderating 

Variabel (Studi Empiris pada Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III) 

hasil yang diperoleh budgetary goal characteristics tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja manajerial serta budaya paternalistic dan 

komitmen organisasi bukan merupakan kesesuaian terbaik dan tidak mampu 

bertindak sebagai variabel moderating. 

Murthi dan Sujana (2008) meneliti tentang Pengaruh Budgetary Goal 

Characteristics terhadap Kinerja Manajerial pada Rumah Sakit Pemerintah di 

Kota Denpasar hasilnya budgetary goal characteristics tidak berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial pada rumah sakit pemerintah di kota Denpasar. 

Budaya paternalistik mampu memperlemah pengaruh budgetary goal 

characteristics terhadap kinerja manajerial dan komitmen organisasi tidak mampu 

memperkuat pengaruh budgetary goal characteristics terhadap kinerja manajerial. 

Menurut Rahmawati (2008) dalam penelitiannya mengenai Analisis Pengaruh 

Budgetary Goal Characteristic dengan Kinerja Manajerial, Kepuasan Kerja, dan 

Komitmen Organisasi mendapatkan hasil bahwa budgetary goal characteristics 

mempengaruhi kinerja manajerial dan kepuasan kerja serta komitmen organisasi 

hanya memoderasi hubungan budgetary goal characteristics dan kinerja 

manajerial. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di Jabodetabek. 

Istiyani (2009) meneliti Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadapKinerja 
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Aparat Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hanya 

evaluasi anggaran yang secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Temanggung. Namun kelima 

komponen karakteristik tujuan anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja aparat Pemda Kabupaten Temanggung. 

Penelitian Laoli (2012) tentang Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap 

Kinerja dengan Sikap Aparat Pemerintah Daerah sebagai Variabel Intervening 

pada Pemerintah Kabupaten Nias. Didapat hasil karakteristik tujuan anggaran 

(partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan 

kesulitan tujuan anggaran) berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat 

Pemerintah Kabupaten Nias dan juga karakteristik tujuan anggaran berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja melalui sikap aparat Pemerintah Kabupaten Nias. 

Herawansyah dkk. (2013) meneliti Pengaruh Budgetary Goal Characteristics dan 

Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Bengkulu, menghasilkan Budgetary Goal Characteristics (BGC) dan 

keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial 

SKPD. Dengan demikian semakin tinggi dan jelasnya Budgetary Goal 

Characteristics (BGC) serta semakin tinggi tingkat keadilan prosedural maka 

akan dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD pemerintah Provinsi 

Bengkulu. 

2.3 Model Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dapat dibuat model konseptual yang 

akan diteliti. Model penelitian disusun untuk menjelaskan variabel-variabel mana 
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H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

yang berkedudukan sebagai variabel independen dan variabel dependen. 

Penelitian ini membahas ketergantungan satu variabel dependen yaitu kinerja 

manajerial SKPD pada lima variabel independen yang menjelaskan lima 

komponen budgetary goal characteristics. 

 

 

 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja 

Manajerial pada SKPD 

Partisipasi penyusunan anggaran memungkinkan adanya komunikasi yang 

semakin baik antara atasan dan bawahan untuk bertukar informasi dalam 

pembuatan anggaran. Individu yang memiliki partisipasi anggaran yang tinggi 

akan lebih memahami tujuan anggaran. Karena kinerja akan dinilai berdasarkan 

target anggaran yang bisa dicapai, maka mereka akan bersungguh-sungguh dalam 

penyusunan anggaran. Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan 

kinerja manajerial akan meningkat. Ketika tujuan yang dirancang secara 

partisipatif disetujui, maka pegawai akan menginternalisasikan tujuan yang 

ditetapkan, dan juga akan memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya 

karena merasa ikut serta terlibat dalam penyusunan (Milani, 1975). 

Budgetary Goal Characteristics 

 Partisipasi Penyusunan Anggaran 

 Kejelasan Tujuan Anggaran 

 Evaluasi Anggaran 

 Umpan Balik Anggaran 

 Kesulitan Tujuan Anggaran 

Kinerja 

Manajerial 

pada SKPD 
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Ketika suatu tujuan anggaran SKPD yang dirancang secara partisipatif disetujui, 

maka para partisipan tersebut akan memiliki rasa tanggung jawab untuk 

mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunannya dengan pemberian 

usulan anggaran, sehingga semakin tinggi tingkat partisipasi suatu unit kerja 

dalam proses penyusunan anggaran maka kinerja manajerialnya akan semakin 

meningkat.  Handayani (2013) menemukan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD 

di Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut: 

H1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial pada SKPD 

2.4.2 Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

pada SKPD 

Kejelasan tujuan anggaran akan membantu pelaksana anggaran untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan. Ketika tujuan anggaran tidak jelas, maka akan mengarah 

pada ketidakpastian dan kebingungan dalam perealisasian anggaran dan berakibat 

pada penurunan kinerja. Tujuan anggaran yang jelas akan memberi tahu pelaksana 

anggaran apa yang harus dilaksanakannya dalam mencapai tujuan tersebut. 

Dengan begitu kejelasan tujuan anggaran akan mengakibatkan kepuasan kerja 

meningkat dan berdampak pada peningkatan kinerja manajerial. Locke (1981) 

dalam Badriyah dkk. (2013) juga menemukan bahwa dengan adanya kejelasan 

tujuan akan mendorong para individu untuk melakukan yang terbaik dalam kerja 

mereka dan akan lebih mampu mengatur perilaku yang akhirnya dapat 
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meningkatkan kinerja. Untuk itu anggaran daerah harus dapat menggambarkan 

tujuan anggaran secara jelas, spesifik, dan dimengerti oleh semua pihak yang 

bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Istiyani (2009) menemukan bahwa 

Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja 

aparat Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H2 : Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

pada SKPD 

2.4.3 Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada 

SKPD 

Evaluasi anggaran dilaksanakan sebagai dasar penilaian kinerja. Diadakannya 

evaluasi anggaran untuk mengetahui apakah tujuan anggaran yang sudah 

ditetapkan telah berhasil dicapai ataukah belum. Evaluasi anggaran biasanya 

dilakukan dengan melihat anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya 

untuk melihat penyimpangan anggaran yang terjadi. Hasil evaluasi anggaran juga 

dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan anggaran berikutnya karena akan 

diketahui kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran dari kegiatan 

yang telah dilakukan sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kinerja 

dapat ditingkatkan. Semakin tinggi tingkat evaluasi yang dilakukan terhadap 

pelaksana anggaran dapat memperbaiki kinerja para aparat pemerintah dalam hal 

penggunaan anggaran sehingga akan mempertinggi kinerja (Laoli, 2012). Hasil 

penelitian Damanik (2011) menunjukkan evaluasi anggaran berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H3 : Evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada 

SKPD 

2.4.4 Pengaruh Umpan Balik Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada 

SKPD 

Setiap individu harus mengetahui hasil dari usahanya untuk mempunyai dasar 

menentukan sukses atau gagal kinerjanya. Umpan balik anggaran menunjukkan 

tingkat pencapaian tujuan anggaran yang telah tercapai. Tidak adanya umpan 

balik akan mengakibatkan ketidakpuasan, yang berakibat pada penurunan kinerja 

dan adanya umpan balik dapat mendorong aspirasi yang tinggi untuk pencapaian 

lebih lanjut, kepuasan pribadi yang lebih besar, serta meningkatkan kinerja 

manajerial. Umpan balik tercapainya tujuan anggaran berupa reward dapat 

mendorong kepuasan bekerja dan umpan balik berupa hukuman akibat kurang 

tercapainya tujuan anggaran dapat mendorong individu untuk bekerja lebih giat 

dan memperbaiki kesalahan sehingga tujuan anggaran selanjutnya akan tercapai 

dan kinerja manajerial meningkat. Umpan balik anggaran diharapkan dapat 

memotivasi untuk meningkatkan kinerja individu yang terlibat di dalamnya. 

Damanik (2011) menemukan bahwa umpan balik anggaran berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H4 : Umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada 

SKPD 
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2.4.5 Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

pada SKPD 

Dalam penetapan tujuan anggaran, pihak partisipan akan memperhatikan tingkat 

kesulitan dalam mencapai tujuan anggaran tersebut. Tujuan anggaran yang dibuat 

dengan tingkat kesulitan tinggi atau terlalu ketat akan menimbulkan ketegangan 

kerja tinggi yang membuat para pegawai merasa gagal dan frustasi sebelum 

mencapainya sehingga dampaknya tujuan anggaran tidak tercapai dan kinerja 

manajerial menurun. Namun jika tujuan anggaran dibuat terlalu longgar dan 

mudah untuk dicapai, para pegawai akan merasa kurang termotivasi dan tidak 

menimbulkan suatu tantangan dalam melaksanakan tujuan anggaran sehingga 

usaha yang diberikan akan kurang maksimal. Tujuan dengan tingkat kesulitan 

yang tidak terlalu mudah atau sulit namun masih dapat tercapai akan memotivasi 

dan memberi tantangan tersendiri bagi pegawai untuk mencapainya, tetapi jika 

tingkat kesulitan tujuan anggaran sudah melampaui batas kemampuan pegawai, 

maka akan menurunkan kinerja. Sehingga kesulitan tujuan anggaran yang tepat 

kinerja manajerial pada SKPD dapat meningkat dengan tingkat kesulitan yang 

ketat dan dapat dicapai. Hasil penelitian Herawansyah dkk. (2013) menunjukkan 

hubungan positif dan signifikan antara tingkat kesulitan anggaran dengan kinerja 

manajerial SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H5 : Kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

pada SKPD 

 


